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BAB V 

PENUTUP 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pelaksanaan magang 2 di Unit Pengujian Kendaraan 

Bermotor Dinas Perhubungan Kota Magelang, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan administrasi pengujian kendaraan bermotor telah berjalan 

dengan baik dan terstruktur sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 

berlaku. Sistem pelayanan sudah mengadopsi digitalisasi melalui aplikasi full 

cycle yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 

sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan. 

2. Proses pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor telah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Seluruh tahapan pengujian, mulai dari pemeriksaan identitas, kondisi 

kendaraan, hingga pengujian menggunakan alat seperti brake tester, gas 

analyzer, dan lainnya, telah dilakukan secara sistematis dan profesional. 

3. Sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan 

Kota Magelang tergolong memadai dan memenuhi standar teknis. Peralatan 

uji dalam kondisi baik serta telah dilakukan kalibrasi secara berkala, sehingga 

menjamin keakuratan hasil pengujian. 

4. Mengetahui permasalahan yang ada di PKB Kota Magelang seperti kendala 

pada sistem siap ujinya yang menyebabkan terganggunya jalannya pengujian 

dan kendaraan menjadi menumpuk di parkiran maupun di lorong uji.  

5. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

sudah berjalan cukup baik dengan penggunaan alat pelindung diri (APD). 

Namun, masih belum didukung oleh pedoman khusus yang terdokumentasi 

secara formal. 

 

V.2 Saran 

Hasil pengamatan dan analisis selama pelaksanaan magang, berikut 

beberapa saran yang dapat diberikan : 

1. Diperlukan pengembangan lebih lanjut terhadap sistem digital yang 

digunakan dan peningkatan fitur layanan online agar pelayanan kepada 

masyarakat tidak terganggu. 
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2. Diperlukan pemindahan parkir kendaraan pegawai agar tidak mengganggu 

jalur aman pada lorong uji di gedung pengujian kendaraan bermotor Kota 

Magelang. 
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